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5.

6.

7.

8.

9.

ihl

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 teritang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); ,

-

A

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang mma.:am:mmammnmzxo_‘cnmrxo_cuam:z%oamam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); g _

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); B

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang vmacmzﬂcrm:_um.qm_ﬁcqm:_um_‘::amzm-::nm:@m:e.macm_.m:zmmma xmu:c_ﬂ_i:ao:mmmm
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun .2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerirtah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

15. vmaeaa,vm:,m::ﬂm: Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun



2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan KakydL vacion yewoees ) .

Repubiik Iridonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
_tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun. 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); :

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana _umnBUm:m_m: ?m:..cm.‘m:zmmm_‘mmmncc:x H:ao:mmmm._.msczuoomzoaoq
137, Tambahan Lembaran Negara Normor 4575); ,

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomeor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

272, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara esia Nomor 4577);

23, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578),

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

75. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); .

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2004 ﬁm:ﬂm:mwm:nmsmmqmﬂmomm ﬁxm_._mqmvvamq._:nm:me:Umnm: Um.iqm:c:
2005-2009 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12); :

28. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Dairi Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor ); _
Hr
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MEMUTUSKAN:

-
-

Menetapkan \ PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI
' TAHUN ANGGARAN 2008

: BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan uQ:Q..:.m:w: daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh ‘pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;

6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;

7. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersi;

8. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
9, Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;

10. Defisit Anggaran Daerah mamﬂm: selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;

11. Pembiayaan Daerah mam_m: semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau um:am_cma: yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anagaran amzrcﬂ#ﬁ

12.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran; w

13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan dacrah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak
{ain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
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14. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah Kabupaten Dairi yang dapat diriai
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;

15. Utang Daerah mmm_ms jumiah uang ‘yang waijib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab laintlya yang sah,

BAB 11
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Anggaran vm:nmvmﬂ: dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri atas:
1. Pendapatan N
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 7.210.848.000, -
b. Dana Perimbhangan Rp.  409.055.060.000,-
¢.  Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah _Rp. 32.625.800.000,-
Jumlah Pendapatan Rp.  448.891.708.000,-
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung .
1) Belanja pegawai ‘ T Rp.  193.583.907.000,-
2) Belanja bunga . , Rp. 160.000.000,-
3) Belanja subsidi Rp. 774.000.000,-
4) Belanja hibah - Rp.  16.358.427.000, -
. 5) Belanja bantuan sosial ] Rp. 4.293.000.000, -
6) Belanja bagi hasil . Rp. , 0,
7} Belanja bantuan keuangan . Rp. 14.031.584.000,-
) 8) Belania tidak terduga _Rp. _3.500.000.900,-

RP.  232.700.918.000,-
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b. Belanja langsung ". . . _
& Belanja pegowal N Rp. 23854421000 | ;
b. Belanja barang dan jasa : L Rp.  70.430.119.290, . ,
Rp.  150.977.951.710,- . ,

c. Belanja modal
Rp.  245.262.492.000,-

Rp. 477.963.410.000;-

Jumlah Belanja

Surplus/ (Defisit) : __ (Rp. _ 29.071.702.000,~ )

3. Pembiayaan .
Rp. 21.225.429.000,-

Rp. 2.153.727.000,-

a. Penerimaan

b. Pengeluaran
Rp.  29.071.702.000,-

Rp. 0,

Jumiah pembiayaan Nefto

Sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenan

pasal 3

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud n_m_m.a Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penjabaran APBD mmw.mmm:ﬁm.:m dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam { ampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Hr . pasal 6

pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebin lanjut datam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
" peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. o N

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.
Ditetapkan di Sidikalang

pada Hm:m..m_m_ /2 pebruari 2008
P

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal A& Pebruari 2008

SEAERNRTS RAERAH KABUPATEN DAIRI,

)

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 NOMOR O/ TAH A 200 -




